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PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN 

KEPADA SAKSI DAN KORBAN 

 

I.  UMUM 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban 

merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan 

Pemerintah ini mengatur mengenai pemberian kompensasi dan restitusi 

serta kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban, 

serta jangka waktu dan besaran biaya. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang¬Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban menyatakan bahwa setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas 

Kompensasi. 
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Di dalam Pasal 7 ayat (4) dinyatakan bahwa pemberian Kompensasi 

bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan 

tindak pidana terorisme. 

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 

2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada 

Saksi dan Korban perlu diubah menyesuaikan dengan perubahan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, terkait dengan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan 

kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat 

penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, 

dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

Selain mengubah ketentuan mengenai pemberian restitusi, 

Peraturan Pemerintah ini memuat perubahan substansi mengenai 

bantuan terhadap Korban tindak pidana, yang semula dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 hanya mengatur mengenai pemberian 

bantuan terhadap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 

sedangkan dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai 

pemberian bantuan terhadap Korban pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana 

perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak 

pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula ketentuan mengenai 

pendanaan untuk pembayaran Kompensasi dan pemberian Bantuan yang 

dibebankan pada anggaran LPSK. Pelaksanaan pencairan dana untuk 

Kompensasi dan pemberian Bantuan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 
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Pasal 2 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 3 

Yang dimaksud dengan kata “dapat” adalah untuk mempersiapkan 

persyaratan pengajuan permohonan Kompensasi melalui LPSK. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “identitas pemohon” antara lain: 

nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, 

status perkawinan, pekerjaan dan alamat. 

Dalam hal pemohon Kompensasi bukan Korban sendiri, 

identitas pemohon harus diisi dan dijelaskan hubungan 

antara pemohon dan Korban. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 

Huruf c 

Dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

dilakukan oleh institusi, identitas institusi tersebut perlu 

dicantumkan dalam permohonan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “kerugian yang nyata-nyata 

diderita”, antara lain hilangnya pekerjaan dan/atau 

musnah/rusaknya harta benda milik Korban. 

Huruf e 

Bentuk Kompensasi yang dimaksud dalam ketentuan ini 

dapat berupa sejumlah uang atau bentuk lain. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah 

pejabat instansi yang berwenang mengeluarkan kartu 

tanda penduduk. 

Huruf b 

 Cukup jelas. 
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Huruf c 

 Cukup jelas. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 

Huruf f 

 Cukup jelas. 

Huruf g 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

 Cukup jelas.  

 

Pasal 6 

Pemeriksaan substantif dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk 

mencari kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat dan kerugian yang nyata-nyata diderita Korban. 

 

Pasal 7 

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait”, antara lain Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Kejaksaan Republik Indonesia, rumah sakit/dokter, dan kepala 

desa/kelurahan setempat. 

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Mengabulkan dalam ketentuan ini diberikan sebagian atau 

seluruh permohonan. 
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Pasal 10 

Ayat (1) 

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang 

menentukan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat dilakukan oleh Jaksa Agung. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah terkait” dalam 

ketentuan ini misalnya instansi yang diduga melakukan 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat; kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan 

dan kebudayaan dalam hal Kompensasi yang diminta dalam 

bentuk pemberian beasiswa atau pendidikan; kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan dalam hal Kompensasi yang diminta dalam 

bentuk kesempatan kerja. 

 

Pasal 11 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Batas waktu 30 (tiga puluh) Hari dalam ketentuan ini 

merupakan awal dimulainya pemberian Kompensasi. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “instansi lain” dalam ketentuan ini 

misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan 
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